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KEPUTUSAW ttTERI AGA■ IA REPUBLEK IHDONESIA
NOMOR 882 T― N2016
TENTNG

PEMBERIAN Itt PENDIRIANノ OPERAS10NAL
IIADRASAH IBTID― AH MIFTAHUL ULUM― UPATENコ肛AL閣ⅣG

PROWISI JAWA TIMUR

Me」mbang

Mengingat

DEITG/IN RAIIIIAT TI'IIAIT YAJTG MA}IA ESA

MEIIITIRI AGAMA REPT'BLIK trTDOIIIESIA,

: a. balawa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berl,aku bin operasional/ pendirian madrasah
sebagaimana tercantum daLam Lampiran Keputusan irri telai
habis;

c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lanpiral
Keputusar ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang
Perpa-njangan lzirl Pendirian/Operasional MADRASAH
IBTIDAIYAH MIFIAHUL ULUM KABUPATEN MALANG
Provinsi Jawa Timur.

: 1. Undalg-Undang Nomor 2O Tahun 2O03 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Tahun 20O3 Nomor 78, Tambahan l-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Nasional Pendidikan fl.embaral Negara RepubJik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Ifmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengal
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2O 15 tentang
Perubahal Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 20O5 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2O15 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan I-embaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);



Memperhatikal

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dal Penyelenggaraan Pendidikan (Lemtraran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentaxg Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahal Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2OO7
tenta-ng Standa-r Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan SekoLah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasiona] Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2O1O tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasa_h
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885
Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanj aiagan lzin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusal Pengganti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilalg, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama KAIIUPATEN
MALANG Nomor : Kd.15.35/02/PP.OO.4/619/2016 Tanggal 28
Januari 2016;

MEMUTUSKAN:

:KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBERIAN IZ]N
PENDIRIAN / OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH MIF"TAHUL
ULUM KAEIUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR.

: Memberikan perpanjangan izin pendirian/operasional madrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum d,llam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KESATU



KEDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaima-na dimaksud dalam Diktum
KESATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

INDONESIA

Ditetapkan di Sidoarjo

301987031014
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IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIん Nヽ PERPAN」ANGAN IZIN PENDIRIAN

a n ⅣIENTERI INDONESIA
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1 Nama Madrasah MIFЪttUL ULUM

2 Nomor Sねus」k Madrasah 111235070231

3 Alamat Madrasah 」L. MAStTID DARUL HUSNA WONOREJ0
ARGOTIRTO

KECAMATAN SUMBER NIIANI」 ING

KABUPATEN MALANG

PROⅥ NSIJAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN MI「FAIIUL ULUM ARGOⅡ RTO

5 Akte Notaris Organisasi

Penyelenggara

N0 65,MUHAMMAD MUHAROR IIABIBI,
S.H,M KN

6 Pengesahan Akte Notaris

Organisasi Penyelenggara

AIIU-0026483 AH 01 04/

TAIILTN 20 16


